
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGKAH 1 
Pemohon informasi publik mengajukan permintaan 
informasi kepada PPID Pembantu DLH, baik secara lisan, 
maupun secara tertulis (elektronik/non elektronik). 

LANGKAH 2 
Pemohon informasi harus menyebutkan NIK, nama lengkap, 
alamat lengkap, nomor telepon, rincian informasi yang 
dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara 
mendapatkan salinan informasi, dan cara memperoleh 
informasi seperti yang ada di form permohonan informasi.  

LANGKAH 3 
PPID Pembantu DLH mencatat semua yang disebutkan 
oleh pemohon informasi pada Langkah 2. 

LANGKAH 4 
Pemohon informasi harus meminta tanda bukti permohonan 
kepada PPID Pembantu DLH bahwa telah melakukan 
permohonan informasi serta nomor register permohonan. 

LANGKAH 5 
PPID Pembantu DLH memberikan jawaban untuk 
memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi 
dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja 
dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. 

LANGKAH 1 
Keberatan diajukan kepada Atasan PPID Pembantu DLH 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya 
alasan keberatan lainnya dengan mengisi Form Atas 
Keberatan Informasi. 

LANGKAH 2 
Atasan PPID Pembantu DLH harus memberikan 
keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan 
secara tertulis. Apabila Atasan PPID Pembantu BKSPDM 
menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis 
disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut. 

SELESAI
 

LANGKAH 3 
Jika pengaju keberatan atas informasi puas atas 
putusan atasan PPID Pembantu DLH, maka sengketa 
dinyatakan SELESAI. 

LANGKAH 4 
Jika pengaju keberatan atas informasi tidak puas atas 
tanggapan Atasan PPID Pembantu DLH, maka 
penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan 
kepada PPID Utama Kabupaten Karanganyar. 

LANGKAH 5 
Kewenangan Penyelesaian Sengketa 
Informasi ada pada PPID Utama 
Kabupaten Karanganyar. 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN KARANGANYAR 

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI 

http://www.emailmeform.com/builder/form/93CFD8d6a0q70GNOumf02
http://www.emailmeform.com/builder/form/M4a6u0a46E1662ZQ7LqacwX6
http://www.emailmeform.com/builder/form/M4a6u0a46E1662ZQ7LqacwX6

